
W/».LIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 33 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGGUNAAN DAN P E N G E L O L A A N S I S T E M INFORMASI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN D A E R A H 

D E N G A N RAHMAT T U H A N Y A N G M A H A E S A 

W / L L I K O T A G O R O N T A L O , 

Menimbang : a. bahwa Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan u n t u k 

mewujudkan pembangunan Daerah da lam rangka 

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat , 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses 

dan kua l i tas pelayanan publ ik dan daya saing Daerah; 

b. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, 

efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, per lu u n t u k 

mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Terpadu dan 

terintegrasi dengan sistem daring (dalam j£iringan) mela lui 

Rencana Ker ja Pemerintah Daerah secara online (Sistem 

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang menjadi 

r u j u k a n bersama u n t u k se luruh pemangku kepentingan 

pembangunan pada setiap proses dan tahapan Perencanaan 

Pembangunan Daerah di Kota Gorontalo; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan 

Wal ikota tentang Penggunaan dan Pengelolaan S is tem 

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-UridangNomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah T ingkat I I di Su lawes i (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang S is tem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, Tamb i ihan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4421) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2007 tentang Rencana 

Pembangunan J a n g k a Panjang Nasional T a h u n 2005-2025 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 3 3 , 

T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4700) ; 

4. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2008 tentang Keterbu]<aan 

Informasi Publ ik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2008 Nomor 6 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4846) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemer inbihan 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 558 7) sebagaimana telah d iubah bebei apaka l i t en ikh i r 

dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 

tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5679) ; 

6. Pera turan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 timtang Taheipan, 

T a t a C a r a Penyusunan , Pengendalian dan E v a l u a s i 

Pe laksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Leml:»aran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 2 1 , T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4817) ; ^ 

7. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 tentang 

T a t a cara Perencanaan, Pengendalian dan E v a l u a s i 

Pembangunan Daerah, T a t a C a r a E v a l u a s i Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan J a n g k a 

Panjang Daerah D a n Rencana Pembangunan J a n g k a 

Menengah Daerah, serta Ta ta c a r a Perubahan R e r c a n a 

Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah , Reuicana 

Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah, D a n Rencana Kerja 

Pemerintahi Daerah; 

8. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 98 T a h u n 2018 tentang 

S is tem Informasi Pembangunan Daerah; 
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9. Pera turan Daerah Nomor 4 T a h u n 2012 tentang Rencana 

Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2012 Nomor 4); 

10. Pera turan Daerah Nomor 3 T a h u n 2014 tentang Rencana 

Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah T a h u n 2014-2019 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2014 Nomor 3 , 

T a m b a h a n Lembsiran Daerah Kota Gorontalo Nomor 3) ; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N WALIKOTA T E N T A N G PENGGUNAAN DAN 

P E N G E L O L A A N S I S T E M INFORMASI PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN D A E R A H D A E R A H . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da l am Peraturan Wal ikota in i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah ada lah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah ada lah kepala daerah sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemer intahan Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemer intahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wal ikota ada lah Wal ikota Gorontalo. 

4. Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah yang se lanjutnya dis ingkat D P R D ada lah 

Dewan Perwaki lan Rakyal ; Daerah Kota Gorontalo. 

5. Kecamatan ada lah Kecamatan di Kota Gorontalo 

6. Ke lu rahan ada lah Ke lu rahan di L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, 

7. Perangkat Daerah ada lah u n s u r pembantu kepa la Daerah dan Dewan 

Perwaki lan Rakya t Daerah da lam penyelenggaraan U r u s a n Pemer intahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. B a d a n Perencanaan Penelit ian dan Pengembangan yang se lanjutnya disebut 

Bapel i tbang ada lah perangkat daerah yang memi l ik i tugas pokok pe laksanaan 

pe rumusan dan pe laksanaan kebi jakan teknis perencanaan ]pembangunan di 

Kota Gorontalo. 
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9. Pimpinjan Daerah ada lah Wal ikota dan Wak i l Wal ikota Goron talo; 

10. T i m Anjggaran Pemerintah Daerah yang se lanjutnya disebut l A P D adalahi T i m 

yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh 

Sekretar is Daerah yang mempunya i tugas meny iapkan ser ta me laksanakan 

keb i jakan Kepa la Daerah da lam rangka penyusunan pengan i^aran daerah; 

1 1 . Kepa la B a d a n Perencanasm Penelit ian dan Pengembangan j ang se lanjutnya 

disebut Kepa la Bapel i tbang ada lah Kepala B a d a n Perencanaan Penel it ian dan 

Pengembangan Kota Gorontalo. 

12. Perenci inaan Pembangunan Daerah adalah s u a t u proses penjo isunan 

tahapan- tahapan kegiatan yang mel ibatkan berbagai unstur kepentingan 

d ida lamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada 

da lam rangka meningkatkan kesejahteraan sosia l da lam s u a t u l ingkungan 

wilayahi/daerah pada w a k t u tertentu; 

13. Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah yang se lanjutnya dis ingkat 

R P J P D ada lah dokumen jDerencanaan daerah u n t u k periodc; 20 (dua puluh) 

t a h u n yang memuat v is i , mis i , dan a rah pembangunan daerah dan mengacu 

pada R P J P Nasional. 

14. Rencana Pembangunan J f ingka Menengah Daerah yang se lanjutnya dis ingkat 

R P J M D ada lah dokumen Perencanaan daerah u n t u k periode 5 (lima) b i h u n 

yemg merupakan penjabaran v is i , m is i , dan program Wal ikota dan 

penyusunannya berpedoman pada R P J P D dengan memp<;rhatikan F iPJM 

Nasiomd. 

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang se lanjutnya dise;but Rens t ra PD 

ada lah dokumen perencjmaan Perangkat Daerah u n t u k periode 5 (lima) 

t ahun . I 

16. Rencana Ker ja Pembangunan Daerah yang se lanjutnya disingkat FiKPD 

ada lah dokumen perencs j iaan daerah u n t u k periode 1 (satu) t ahun yang 

merupsikan penjabaran dar i R P J M D dan mengacu pada R K P D IVovinsi dan 

R K P . 

17. Rencana Ker ja Perangkat Daerah yang se lanjutnya disebut l^enja PD ada lah 

dokum(;n perencanaan Perangkat Daerah u n t u k periode 1 (siatu) t a h u n yang 

memuat kebi jakan, program, dan kegiatan pembangunan, ba ik yang 

d i l aksanakan langsung oleh pemerintah daerah m a u p u n yang di tempuh 

dengan mendorong part is ipas i masyarakat . 

18. Program ada lah instrume;n kebi jakan yang beris i s a tu a t au lebih kegiatan 

yang d i l aksanakan oleh Perangkat Daerah u n t u k mencai:)ai s a sa ran dan 
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tu juan serta memperoleh a lokas i anggaran, a t au kegiatan masyaraka t yang 

dikoorcl inasikan oleh Perangkat Daerah. 

19. F o r u m Perangkat Daerah ada lah w a h a n a antar pihak-pihaltc yang lang;sung 

a tau t idak langsung mendapatkan manfaat a t au dampak dar i program dan 

kegiatan sesua i dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang se lan jutnya dis ingkat 

Musrenbang ada lah forum antar pemangku kepentingan da lam rangka 

menjo isun r encana pembi ingunan daerah. 

2 1 . Musrenbang Ke lu rahan ada lah forum musyawarah perencanaan t a h u n a n 

t ingkat Ke lu rahan untuls membahas dan menyepakat i u s u l a n kegiatan 

pembangunan has i l Rembuk warga yang telah di lab:sanakan, serta 

membahas dan menyepakat i u s u l a n kegiatan pembangunan yang 

a k a n d i sampa ikan ke Musrenbang Kecamatan dan/a tau Musrenbang 

Kota. 

22 . Musrenbang Kecamatan ada lah forum musyawarah t a h u n a n para 

pemangku kepentingan di t ingkat kecamatan untuF: mendapEitkan 

m a s u k a n mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wi layah 

kecam£itan terkait yang d idasarkan pada m a s u k a n dar i k e lu rahan , serta 

menyepakat i r encana kegiatan l intas ke lu rahan di kecamatan yang 

bersangkutan. 

23 . Pemangku Kepentingan l^embangunan ada lah pihak-pihak: yang langsung 

a t au t idak langsung mendapatkan manfaat a t au dampak dar i perencanaan 

dan pe laksanaan pembangunan. 

24 . S is tem Informasi Perencjanaan Pembangunan Daerah Berbas i s elektronik 

Kota Gorontalo ada lah al;at u n t u k membantu proses penyusunan dokumen 

perenc£inaan pembangunan daerah secara s istematis , terpadu dan 

terinteg;rasi berbasis daring. 

25 . Ap l ikas i S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daenah ada lah s u a t u 

ap l ikas i p enyusunan R K P D dan KUA/PPAS , dengan mengacu pada program-

program yang telah terdapat pada R P J M D agar dapat d i l aksanakan dengan 

efektif, efisien, tepat, dam akura t , se r ta terintegrasi dengjm Perencanaan 

Pembangunan Nasional dj in P e n g a n ^ a r a n (e-Budgeting). 

26. Pengguna S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ada lah 

Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah yang memari faatkan bairang, 

j a s a , fELsilitas, a t au informasi yang d isediakan oleh Penyelenggara s istem 

Sis tem Informasi Perencjmaan Pembangunan Daerah dal imi p enyusunan 

Rencana Ker ja Pembangunan Daerah. 
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27. Da ta ada lah k u m p u l a n informasi yang mel iputi kata-kat£i, bagan, grafik, 

a t aupun simbol yang menggambarkan s u a t u ide, obyek, kondis i a t au s i tuas i 

tertentu. 

28. Pengolahan Da ta adalahi kegiatan yang menyangkut penambahan data, 

penghapusan data, pengj^ditan data, pengurutan data, pencar ian terhadap 

data tertentu, perhitungan-perhitungan yang d i l akukan terhadap data, 

peny impanan terhadap data yang telah a k u r a t dan la innya sesua i dengan 

yang d i ing inkan pemakai 

29 . Informasi ada lah has i l dar i pengolahan data dan menjadi bentuk yang lebih 

berguna bagi yang mener imanya yang menggambarkan s u a t u kejadian-

kejadian nya ta dan dapat d igunakan sebagai a lat ban tu u n t u k pengambilan 

keputusan . 

30 . Administrator S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ada lah 

orang £itau se jumlah orang yang bertanggungjawab u n t u k mengelola s is tem 

yang sedang d ipakai oleh pengguna. 

3 1 . Operator S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ada lah 

Pejabat/Pegawai d i setia]D Perangkat Daerah, Kecamatan, Ke lu rahan yang 

bertan^jgungjawab mengoperasikan S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah ditiap tempat tugasnya. 

32 . Ver i f ik i is i U s u l a n Kegiatsin ada lah proses seleksi admin is t ras i dan seleksi 

faktua l yang d i l aksanakan oleh t im veri f ikasi . 

B A B I I 

M A K S U D , TUJUAhf , K E D U D U K A N , DAN RUANG LINGrKUP 

Bag ian Kesa tu 

Maksud dan T u j u a n 

Pasa l 2 

(1) Peratur a n Wal ikota in i d imaksudkan un tuk : 

a . mengatur pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan Pembangi inan 

Daerah u n t u k s e lu ruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota 

Gorontalo; dan 

b. mengelola penyampai i in u s u l a n kegiatan prioritas, pengolahan datei dan 

pere tapan rencana kegiatan u n t u k dokumen RKJr'D dan FiKPD 

Perubahan. 
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(2) PeratU]-an Wal ikota in i bertujuan u n t u k : 

a . member ikan a cuan pe laksanaan dan penggunaan S is tem Informasi 

Perencanaan Pembanigunan Daerah bagi s e lu ruh PD dan pa ra pemangku 

kepentingan daerah; 

b. menc iptakan kons is tens i tahapan perencanaan pemban^^unan daereih; 

c. mewujudkan t ransparans i , efektifitas, efisiensi dan akuntah i l i tas 

perencanaan pembangunan da lam rangka mendukung pendekatan 

k iner ja pe layanan publ ik; dan 

d. mendorong terjadinyti tata kelola pemer intahan yang baik dan bers ih 

dengan memanfaatkan teknologi informasi u n t u k menghas i lkan s<;cara 

konsisten has i l perencanaan yang berkual i tas . 

Pera turan V/alikota in i berkedudukan sebagai : 

a . s istem pendukung keputusan u n t u k mengumpulkan data, mengolah data, 

ana l i s i s data, dan pengambilan keputusan da lam proses perencanaan daerah; 

b. s istem pengelolaan sa tu data perencanaan daerah yang terpadu antar 

pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan la innya ; 

c. s istem informasi yang da]3at membuat dokumentas i secara t e rs t ruktur pada 

setiap l ahapan perencanaan daerah; 

d. s is tem informasi yang dapat d iakses oleh setiap pengguna dengan 

menggunakan sand i set)agai tanda m a s u k ke da lam S is tem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 

e. s is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengatur: 

1. penyampaian u s u l a n kegiatan; 

2. ver i f ikasi u s u l a n kegiatan; dan 

3. penetapan rencana kegiatan. 

Bag ian Kedua 

Kedudukan 

Pasa l 3 

Bag ian Ketiga 

Ruang L ingkup 

Pasa l 4 

R u a n g l ingkup Pera turan Wal ikota in i sebagai b e r i k u t : 

a . Pengelolaan Sistem; 
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Tahapan D a n Mekanisme Pengusulan Kegiatan; dan 

Pengendalian D a n E v a l u a s i . 

B A B I I I 

P E N G E L O L A A N S I S T E M 

Bag ian Kesa tu 

Penanggung J a w a b S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Pasa l 5 

Penanggung j awab Pengelolafin S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah terdir i a tas : 

a. Sekretar is Daerah sebaggd Penanggung j awab u m u m peng;elolaan ap l ikas i 

S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ; I 

b. Kepa la Bapel i tbang sebag;ai penanggung j awab teknis pengelolaan ap l ikas i 

S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ; 

c. Kepa la B idang Perencana£in Makro, Pengendalian dan E v a l u a s i Bapel i tbang 

sebagai penanggung j awab ha r i an S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah; I 

d. Kepa la S u b B idang Perencanaan B idang Perencanaan Makro, Pengendialian 

dan Ev£iluasi Bapel i tbang se l aku Administrator S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebagai pe laksana teknis yang da lam melaksanjakan 

tugasnya d ibantu oleh T i m Pengelola S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

e. Pejabat yang melaksanakeLn fungsi Perencanaan dan evaluasi pelaporan pada 

Perangkat Daerah se l aku Operator S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah sesua i tempat tugasnya. 

(1) Penanggung j awab u m u m pengelolaan S is tem Informasi P e r e n c a i a a n 

Pembangunan Daerah sebagaimana d imaksud pada Pasa l 5 h u r j f a 

bertanggung j awab ter l iadap s e lu ruh pengelolaan S is tem Informasi 

Perenceinaan Pembangun£in Daerah. 

(2) Penanggung j awab teknis pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebagaimana d imaksud pada Pasa l 5 h u r u f b 

Pasa l 6 

PERANGKAT KABAG A S I S T E N S E K D A 
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bertangj^ung j awab me laksanakan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah sesua i a r a h a n penanggung j awab u m u m . 

(3) Penanggn-ing j awab harigin pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah S ( ;bagaimana d imaksud pada Pasa l 5 h u r u f c 

bertangjgung j awab me laksanakan pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah sesua i a r a h a n penanggung j awab teknis . 

(4) Pe laksana teknis pengelol.ian S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah sebagaimana d imaksud pada Pasa l 5 h u r u f d bertanggung j awab atas 

operasional pe laksanaan pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

(5) Adminis;trator S is tem Informasi Perencanaan Pembanjgunan Daerah 

sebagaimana d imaksud pada Pasa l 5 h u r u f e bertanggung j awab terhadap : 

a . kebcr langsungan, ke lancaran, dan keamanan S is tem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

b. pen<listribusian u s u l a n eks t ema l mela lu i Kepa la B idang di l ingkungan 

Bapel i tbang sesua i bidang u r u s a n yang a k a n di input ke Siistem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

c. pemberian informasi terkait perkembangan u s u l a n perencanaan 

pembangunan dan PD yang m a s u k kedalam Sisitem Informasi 

Peremcanaan Pembangunan Daerah. 1 

d. peni inganan permasa iahan dan perubahan dar i pengguna S is tem 

(6) T i m P(;ngeIoIa S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

sebagaiimana d imaksud dsilam Pasa l 5 ayat h u r u f d bertugas me laksan i ikan 

pengawalan dan pengawjisan terhadap keberlangsungan ap l ikas i S is tem 

Informasi Perencanaan Pe inbangunan Daerah, terdiri dar i : 

a . administrator S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 

ya i tu staf/Pegawai T idak Tetap pada B idang Perencanaan Makro, 

Pengendalian dan Evialuasi ; dan 

b. pendamping teknis , ya i tu tenaga ah l i yang berpengalaman d i bidang 

sist<;m informasi dan teknologi. 

(7) Operator S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daenah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 5 hu ru f e bertanggung j awab terhadap penyusunan 

dan penginputan u s u l a n pembangunan ke da lam Sis tem Informasi 

Perencanaan Pembangunsm Daerah sesua i dengan prosedui ' dan ketentuan 

yang di1:etapkan masing-masing Perangkat Daerah. 

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 
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Pasa l 7 

Penanggung J a w a b Pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan Pi jmbangunan 

Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

Bag ian Kedua 

Pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Pasa l 8 

(1) Pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah p>ada 

Perangkat Daerah d i l aksanakan dengan ketentuan sebagai b e r i k u t : 

a . Kepa la PD sebagai pisnanggung j awab pengelolaan S is tem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah pada PD yang bersangkutan; 

b. Sek ie tar ia t/Bidang/Bag ian yang menangani perencanaan dan mengtdola 

S is tem Informasi Peremcanaan Pembangunan Daerah pada PD yang 

bersangkutan sebagai. penanggung j awab har i an S is tem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah; | 

c. Kepa la S u b Bag ian/Sub Bidang/Pejabat yang me l aksanakan fungsi 

perencanaan pada PD' se laku operator S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah PD; 

(2) Penang§;ung j awab pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a berlanggung j awab 

terhada]p s e lu ruh pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah di l ingkup PD yang bersangkutan; I 

(3) Penang^pung j awab ha r i an S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah PD sebagaimana di m a k s u d pada ayat (1) h u r u f b bertugas me l akukan 

koordiniusi pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

di l ingkup PD bersangkutan; 

(4) Operator S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah PD 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c se la in me laksant ikan 

tanggung j awab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 ayat (5), j u g a 

bertugas : ^ 

a. Mengoordinasikan pengelolaan S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daersih d i L ingkungan Perangkat Daerah ; 
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b. d is t r ibus i u s u l a n kegiatan pada setiap bagian/bidang/unit pe laksana 

teknis d inas di Perangkat Daerah bersangkutan; 

c. me l akukan input/update/delate u s u l a n kegiatan kedalam S is tem 

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah beserhi kelengkapan 

admin is t ras i kegiatan. 

(5) Operator S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat 

Daerah sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) h u r u f c, diusull<:an oleh Kepa la 

Perangkat Daerah kepada kepala Bapel i tbang amtuk ditetapkan da lam 

keputus;an wal ikota. 

(6) Kepa la PD dapat mengusu lkan penggantian Operator S is tem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah PD apabi la yang bersangkutan melanggar 

ketentmin system S is tem Informasi Perencanaan Pembeingunim Daerah . 

Pasa l 9 

(1) Pengelolaan S is tem Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

atas Pokok-Pokok P ik i r an D P R D d i l aksanakan dengan ketentuan sebagai 

ber ikut: : 

a . Selo-etariat D P R D menun juk Operator S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daera l i sesua i kebutuhan ; d i D P R D ; dan 

b. Operator S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 

D P R D mengakomodir pokok-pokok p ik i ran anggota D P R D . 

(2) D a l a m me l aksanakan tanggung j awab sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) Operator S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

bertangjgungjawab u n t u k me l akukan input/update/delete u s u l a n pokok-

pokok p ik i ran D P R D dar i has i l R e s e s/RDP/usu l an masyaraJiat ke da lam 

S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah beserta kelengkapan 

adminis t ras i . 

Bag ian Ketiga 

Pengguna S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Pasa l 10 

Pengguna S is tem S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdir i 

d a r i : 

a . P impinj in Daerah dan TAPD Kota Gorontalo 

b. Perangkat Daerah l ingkup Pemerintah Kota Gorontalo 
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c. D P R D Kota Gorontalo; dan 

d. Masyarakat . 

- 12 -

B A B IV 

TAHAPAN DAN M E K A N I S M E P E N G U S U L A N K E G I A T A N 

Bag ian Kesa tu 

Tahapan , J a d w a l dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan 

Paragraf 1 

Tahapan 

Pasa l 11 

Tahapan dan proses S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

d i l akukan secara berjenjang d imula i dar i pe laksanaan R( ;mbuk Warga, 

Musrenbang Ke lu rahan , Musrenbang Kecamatan, F o r u m Konsu l tas i Pulalik, 

F o r u m PD, Musrenbang Kota, dan penetapan Peraturan Walikot£i tentang RIGPD 

yang mengacu pada R P J M D . 

Paragraf 2 

J a d w a l 

Pasa l 12 

(1) Tahapan dan proses S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 11 d i l akukan ver i f ikasi oleh Bidang-

B idang IPerencanaan Bapel i tbang pada setiap tahapan; 

(2) Penjelasan teknis terkait tahapan dan proses sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d iatur lebih lanjut mela lui Su ra t E d a r a n Wal ikota. 

(3) J a d w a l pengusulan kegiatan d i l aksanakan mela lui S is tem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah mengikut i ketentuan penyusunan R K P D 

Kota Gorontalo. 

Paragraf 3 

Persyaratan pengusulan kegiatan 

Pasa l 13 

Persyaratan pengusulan kegiatan mela lui S is tem Informasi Perencanaan 

Pembangunj in Daerah , d i l aksanakan dengan ketentuan : 

a . pengusulan kegiatan yang berasal dar i PD dilengkapi dengan: 

1. sura t pengantar dar i K<;pala PD; 
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2. ranca.ngan P r a Rencana Ker ja dan Anggaran (Pra RKA) ;dan 

3. untulc kegiatan pembangunan f isik calon Lokas i yang dilengkapi 

deng£m foto kondis i saai; i n i dan/a tau koordinat 

b. pengusulan kegiatan yeing berasal dar i Pokok-pokok p ik i ran dilengkapi dengan 

sura t pengantar dar i pengusul kegiatan. 

Bag ian Kedua 

Mekanisme Pengusulan Kegiatan 

Pasa l 14 

Pengusulan kegiatan mela lui S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah d i l aksanakan PD dengan tahapan sebagai b e r i k u t : ^ 

a. me l akukan veri f ikasi u s u l a n kegiatan dar i has i l Musrenbang l<;ecamatan dian 

u s u l a n pengguna eks tema l ; 

b. me l akukan input u s u l a n Renja awal , terdiri dar i : 

1. u s u k i n kegiatan Musrenbang Kecamatan; dan 

2. u s u l a n kegiatan PD. 

c. menyelai a s k a n u s u l a n Renja awa l dengan i s u strategis da lam Rens t ra PD 

dan R P J M D ; dan 

d. menyam]paikan usulain Renja awa l menjadi Rancangan Renja. 

Pasa l 15 

(1) Penyampaian u s u l a n kegiatan Pokok-Pokok p ik i ran D P R D di input ke dj i lam 

Sis tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mela lui a k u n usemame 

Sekretar iat D P R D , mengikut i tahapan dan proses musrenbang. 

(2) Penyampaian u s u l a n kegiatan sebagaimana d imaksud pada. ayat (1) hjarus 

disertai identitas pengusul yang j e las . 

Bag ian Ketiga 

Ver i f ikasi u s u l a n Kegiatan 

Pasa l 16 

Ver i f ikas i u s u l a n kegiatan d i l aksanakan daleim 4 (empat) tahap yf i i tu : 

a . Ver i f ikas i terhadap u s u l a n musrenbang ke lu rahan oleh kecamatan u n t u k 

menguji ketepatan u s u l a n dengan tingkat kebu tuhan nomen lJa tur dan PD 

sasa ran ; 
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b. Ver i f ikas i terhadap u s u l a n has i l musrenbang kecamatan oleh PD u n t u k 

menguji ketepatan u s u l a n dengan nomenklatur , d imensi t ingkat 

kebutuhan , s k a l a kemendesakan, t ingkat k e r u s a k a n , manfaat:, kesesua iaa 

anggaran yang d i u s u l k a n s<;rta interkoneksi tas dengan indikator yang telah 

di tetapkan; 

c. Verifikasii u s u l a n kegiatan pada tahapan F o r u m Perangkat Daerah dan 

Musrenbang Kota; dan 

d. Ver i f ikas i u s u l a n kegiatan pada tahapan rancangan akh i r RKl^D. 

Pasa l 17 

(1) Kepala B idang di l ingkungan Bapel i tbang se l aku penanggung j awab bidang 

u r u s a n pemer intahan h a r u s mengkaji dan menganal isa kesesua ian , 

kese larasan dengan R P J M D terhadap u s u l a n kegiatan sesua i tugas dan 

fungsinj-^a. 

(2) Kepa la S u b B idang masing-masing B idang di L ingkungan Bapel i tbang 

sebagai penghimpun data u s u l a n sesua i mi t ra PD. 

(3) Kepa la ISidang d ibantu Kepa la S u b B idang me l akukan pros'ss pendalaman 

terhadajD u s u l a n kegiatan jDada setiap tahapan perencanaan di da lam system 

Sis tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 

(4) Proses pendalaman sebagEiimana d imaksud pada ayat (3) d i k i kukan mela lu i 

pendekeitan Money Follow Program Prior i tas dan Anggaran Berbas i s Kiner ja . 

(5) Kepa la B idang Perencanaan makro, pengendalian dan eva luas i Bapel i tbang 

melapor k a n secara periodilk has i l ver i f ikasi pada setiap tahap£in perencanaan 

di da lam ap l ikas i S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Dae:rah 

kepada Kepala Bapel itbang. 

Pasa l 18 

Has i l verifiF:asi u s u l a n kegiaimn pada setiap tahapan perencjmaan menjadi 

m a s u k a n p£ida penyusunan dokumen R K P D , R K P D Perubahan dan Rencana 

Ker ja PD. 

B A B V 

P E N G E N D A L I A N DAN E V A L U A S I 

Pasa l 19 

Kepa la BapcJitbang me l akukan pengendalian dan eva luas i terhadap pengelolaan 

S is tem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesua i ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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B A B V I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 20 

Pera turan W£ilikota in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 

Pera turan Wsdikota in i dengan penepatannya da lam Ber i t a Daerah I^ota Gorontalo. 

Di tetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 1? kgw^ntxis 2019 

WALIKOTA GORONTALO ,4 

N A. TAHA 

D iundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 1 »- s r r i - ^ t i x s 2019 

S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA GORONTALO, 

I S M M L M A D J I D 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 33 
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